
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka.bupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Menimbang: a. bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam 
rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan 
berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan 
masyarakat di Kabupaten Tegal, serta mendukung program 
pemerintahyaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat 
demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang 1ayak 
d.an produktif berupa tersedianya akses air min um layak 100 
0/o, mengurangi kawasan kumuh hingga O 0/o dan 
menyediakan akses sanitasi layak hingga 100 °/o pada tahun 
2019, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menganggarkan 
Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (POPM); 

b. bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pem berdayaan 
Masyarakat (PDPM) dapat berdayaguna dan berhasil guna, 
tepat sasaran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk 
Pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah 
Pern berdayaan Masyarakat; 
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3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437)sebagimana telah beberapa 
kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
NegaraTahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data 
Profil Desa Dan Kelurahan ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan keuangan desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan di desa; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13); 

12. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kah. Tegal Nomor 
13 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 
Nomor 4); 



Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tegal. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah 

Kabupaten Tegal. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 110); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8); 

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita 
Daerah Tahun 2014 Nomor 68); 

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 
2015 Nomor 33); 

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 
65); 

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Tahun 2018 Nomor 72); 



Tujuan PDPM adalah : 
a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap kebutuhan dasa.r mayarakat; 
b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 

Pasal 3 

Pasal 2 
Maksud diberikannya PDPM adalah untuk mendorong percepatan 
pembangunan dan penanggulangan Kemiskinan di Desa-desa di Kabupaten 
Tegal, dengan prioritas mendukung program pemerintah , yaitu mewujudkan 
kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan 
yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100 °/o, 
mengurangi kawasan kumuh bingga O 0/o dan menyediakan akses sanitasi layak 
bingga 100 °/o pada Tahun 2019. 

san pemerintahan dan 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelendggalaraan. ~: pemerintahan Negara 

kepentingan masyarakat setempat am sis 
Kesatuan Republik Indonesia. . 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah desa. . . . 

s, Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat .yang selan!utahtnya dde:n~ 
PDPM adalah program peningkatan kapasitae pemenn 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk percepatan 
penanggulangan kemiskinan. 

9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi y~gddkaniin~kan dal8; 
pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewuju emampu 
dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. . 

1 o. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk ~e~Judkan 
kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek 
ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan 
Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan 
kapasitas masyarakat. 

11. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, 
oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan 
serta pengembangan tindak lanjut basil pembangunan, dengan peran serta 
seluruh lapisan masyarakat. 

12. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan 
pengembangan basil pembangunan. 

13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Lembaga Keuangan atau Bank 
yang ditetapkan. 

14. Jamban adalah jamban sehat sesuai dengan definisi operasioanal 
Kementrian Kesehatan yaitu terdiri dari Closet, Septictank dan Resapan. 



Pasal 8 
(1) Pendampingan kegiatan PDPM dilaksanakan oleh Tim Koordinasi 

Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa. 

Bagian Kesatu 
Pendampingan 

BAB III 
PENGORGANISASIAN 

Pasal 7 
Alokasi anggaran PDPM untuk desa diberikan dalam bentuk bantuan 
keuangan. 

Prinsip PDPM adalah : 
a. PDPM dikelola dengan cara swakelola berdasarkan prinsip transparan, 

akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya 
dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali, serta mendorong swadaya 
masyarakat; 

b. PDPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan 
Desa dalam APBDesa; 

c. kegiatan yang didanai oleh PDPM direncanakan dan dilaksanakan secara 
terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam 
Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3; dan 

d. pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat 
dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. 

Pasal 6 

Pasal 5 
Sasaran PDPM adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal. 

Pasal 4 
(1) Besaran Anggaran PDPM sebesar Rp 21.075.000.000,- (Dua Puluh Satu 

Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). 
(2) Lokasi dan alokasi Anggaran PDPM sebagaimana di maksud ayat ( 1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB II 
BESARAN ,SASARAN DAN PRINSIP 

d. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat 
desa dan pemberdayaan masyarakat; 

e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 

f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 
g. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa; 
h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan 

di desa. 



Pasal 12 
( 1) PDPM digunakan un tuk bantuan pembuatan atau perbaikan jamban 

bagi keluarga tidak mampu yang belum memiliki jamban atau memiliki 
tapi rusak/tidak berfungsi dengan mengacu Detail Enginering Design (OED) 
dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tercantum dalam lampiran 
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Untuk desa yang memiliki kekurangan jumlah penerima manfaat sesuai 
dengan Pasal 4 ayat (2), bisa mengajukan sasaran baru masyarakat miskin 
yang tercantum dalam data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 
Tahun 2015. 

(3) Rincian Penggunaan /Anggaran PDPM sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk biaya operasional dan/ atau pembelian 1 
(satu) unit alat cetakjamban. 

(4) Besaran atau jumlah anggaran untuk biaya operasional mendasarkan pada 
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal yang mengatur 
tentang pengelolaan keuangan desa. 

Bagian Kesatu 
Penggunaan 

BABV 
PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 11 
Tata cara pencairan PDPM dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan 
kelengkapan persyaratan sebagaiman tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 
(1) Mekanisme Penyaluran dan pencairan PDPM dilaksanakan dengan 

menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah 
kabupaten kepada pemerintah desa. 

(2) Penyaluran PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 

BAB IV 
MEKANISME PENY ALURAN DAN PENCAIRAN 

Pasal 9 
Pengelolaan anggaran yang bersumber dari PDPM mendasarkan pada ketentuan 
Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan 

(2) Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 18 
Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan PDPM 
dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat. 

BAB VIII 
PEMSINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Pasal 17 
(1) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APSDesa. 
(2) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 
a. surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ); 
b. laporan penggunaan PDPM; dan 
c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(3) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah 
Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Serita Acara; 
(5) Pertanggungjawaban dan Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; 
(6) Pertanggungjawaban dan Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan 
rekapitulasi; 

(7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikirim kepada Bupati Cq. 
Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal 
dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. 

Pasal 16 
(1) Pelaporan pengelolaan PDPM diperlukan dalam rangka pengendalian dan 

evaluasi perkembangan kegiatan. 
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan 

prosentase capaian pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi mulai dari 
tahap Oo/o (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan terakhir 
100% (seratus per seratus). 

(3) Laporan penggunaan PDPM mencakup: 
a. jenis kegiatan yang dilaksanakan; 
b. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan; 
c. masalah yang dihadapi; 
d. tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan; dan 
e. Coto kegiatan fisik (keadaan terakhir saat dibuatnya laporan). 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 
Cq. Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, paling 
lam bat tanggal 20 Desember 2019. 

(5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 



Pasal 15 
(1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang didanai dari PDPM 

dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber 
Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat, 
dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan 
pemberdayaan masyarakat setempat. 

(2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
dapat berasal dari lain wilayah desa, apabila di wilayah desa setempat 
benar-benar tidak ada atau tidak cukup tersedia material atau bahan atau 
sumber daya manusia yang dibutubkan. 

(3) Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan yang didanai dari PDPM 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati 
ten tang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. 

BAB VI 
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 14 
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PDPM meliputi Tahap 

Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan dan Penyerahan basil 
pekerjaan. 

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan 

Pasal 13 
Dilarang menggunakan dana PDPM untuk kegiatan yang tidak ada bu bungan 
langsung dengan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). 

(5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan antara 
lain untuk: 
a. honorarium; 
b. lembur; 
c. alat tulis kantor; 
d. biaya jamuan rapat/musyawarah; 
e. biaya foto copy dan cetak; 
f. biaya perjalanan dinas; 
g. pembuatan papan nama kegiatan dan / atau prasasti; 
h, biaya dokumentasi. 

(6) Apabila penggunaan dana PDPM kurang dari besaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka menjadi SilPA dalam APB Desa 
tahun berikutnya dan penggunaan/peruntukannya sesuai program PDPM. 



Pasal 23 
(1) Pelanggaran atau penyimpangan terhadap penggunaan PDPM diberikan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi 

dalam pengelolaan PDPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan 
/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan tentang pemberian sanksi atau penghargaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) didasarkan atas basil penilaian dan 
/atau evaluasi bersama Tim Koordinasi Kabupaten dan Inspektorat 
Kabupaten Tegal serta Tim Koordinasi Kecamatan. 

BAB IX 
SANKSIDANPENGHARGAAN 

Pasal 22 
Evaluasi pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan 
untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan 
yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi 
kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut. 

Pasal 21 
Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten melalui kegiatan 
monitoring dan evaluasi secara langsung pada obyek kegiatan dan/ atau desa 
atau ke Kecamatan. 

Pasal 20 
(1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah atau pejabat 
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan 
ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 19 
(1) Pembinaan pengelolaan PDPM dilakukan secara berjenjang dari Tim 

Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten. 
(2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) melalui mekanisme pemeriksaan kas ( cash 
ophname) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan 
secara langsung pada obyek kegiatan dan/ atau desa atau ke Kecamatan. 

(4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan PDPM, maka upaya 
penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, 
tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. 



SERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 7 

WlDODO JOKO MULYONO 

UPATEN TEGAL, SEKRETARIS DAERAH 

I 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal.S Januari 2019 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal S Jan.uari 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

Pasal 24 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABX 
r<ETENTUAN PENUTUP 



2. Tugas Tim Koordinasi Kabupaten: 

1. Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari : 
a) Bupati selaku Penasehat; 
b) Wakil Bupati selaku Pengarah; 
c) Sekretaris Daerah selaku Wakil Pengarah; 
d) Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Penanggungjawab; 
e) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua; 
f) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 

Pengembangan selaku Wakil Ketua; 
g) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan selaku 

Sekretaris 1; 
h) Sekretaris Dinas Kesehatan selaku Sekretaris 2; 
i) Anggota terdiri dari : 

1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
2) Inspektur Kabupaten Tegal; 
3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
4) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Tata 

Ruang dan Pertanahan; 
5) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 
6) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; 
7) Kepala Bagian Humas Sekretarist Daerah; 
8) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
9) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi pada Bappeda 

dan Litbang; 
10) Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Diskimtaru; 
11) Kepala Bidang Kemasyarakatan pada Dispermasdes; 
12) Kepala Seksi Kehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

pada Dinas Kesehatan; 
13) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 

pada Dinas Kesehatan; 
14) Lima orang Stafpada Dinas Kesehatan. 

A. TIM KOORDINASI KABUPATEN; 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
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TENTANG 
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2. Togas dan Fungsi Tim Koordinasi Kecamatan adalah : 

a. melaksanakan sosialisasi PDPM pada desa-desa di wilayah kerjanya; 
b. melakukan pembinaan pada desa-desa di wilayah kerjanya terkait 

perencanaan, pemanfaatan, penggunaan/pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban PDPM; 

c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 
masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya terkait dengan 
pengelolaan PDPM; 

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDPM dalam 
setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya; 

1. Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari : 
a) Camat selaku Penanggungjawab; 
b) Kepala Puskesmas selaku Ketua; 
c) Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris; 
d) Anggota terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lingkungan 
Hidup Kecamatan 

2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan; 
3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan; 
4) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan; 
5) Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan; 
6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan; 
7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan; dan 
8) Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas. 

B. TIM KOORDINASI KECAMATAN : 

a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip­ 
prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan; 

b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten; 
c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 
d. membahas kendala dan/ atau permasalahan yang mungkin timbul 

dari hasil/temuan pada saat pemantauan untuk merumuskan konsep 
penyelesaian dan/atau tindak lanjut; 

e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat; dan 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PDPM. 
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kerjanya; dan 
f. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban PDPM 

sebagaimana dimaksud pada huruf e, selanjutnya dikirimkan 
kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) Kabupaten Tega] dengan tembusan Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tegal. 

g. melaporkan perkembangan kegiatan PDPM yang ada di desa-desa di 
wilayah kerjanya dilarnpiri foto perkembangan kegiatan, sebagaimana 
format dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

h. melakukan perneriksaan kas (cash ophname) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Surat 
dengan 
wilayah 

e. menghimpun dan menyirnpan salinan arsip 
Pertanggungjawaban PDPM yang terintegrasi 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dari desa di 



l. Pencairan PDPM dilakukan dalam l (satu) tahap, dengan kelengkapan 
persyaratan atau dokumen sebagai berikut: 
a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung 

jawab Tim Koordinasi Kecamatan; 
b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa atau Pejabat 

Kepala Desa; 
c. Rencana Penggunaan Dana PDPM secara keseluruhan (seratus persen) 

yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; 
d. foto copy nomor rekening pe.merintah desa yang dikeluarkan oleh 

Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain yang masih berlaku; 
e. RKPDesa Tahun Anggaran 2019. 
f. foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 yang 

sudah diundangkan ; 
2. Kelengkapan dokurnen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diajukan oleh Kepa.la Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Sadan 
Pengelo1aan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal selaku 
Bendahara Umurn Daerah (BUD) melalui Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan. 

3. Pencairan dana PDPM dari RKUD ke RKD dilaksanakan mulai bulan Pebruari 
Tahun Anggaran 2019. 

4. Pencairan PDPM dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan 
dibukukan dalam administrasi keuangan desa. 

5. Pencairan PDPM sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan 
dokumen sebagai beriku t: 
a. Surat Perrnintaan Pernbayaran (SPP) dari J{etua Tim Pelaksana Kegiatan 

Desa kepada Kepala Desa; dan 
b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada Bank atau 

lem baga keuangan yang ditu nj uk. 

TATA CARA PENCAJRAN 
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KODE HARGASATUAN JUMIAH HAAGA JMl. TOTAL 
NO. URAIAN PEKERIAAN Volume Upah Bahan Upah Bahan ANA USA (Roi (Roi I Roi (Ro). (Roi 

A. .... 
1 Pemasanaan Patak Profll Is 1,00 40.00000 73.IDlOO 40.IDlOO 73.IDlOO 

IJUMlAHI 40.mD.OO 73.000 1l1lDUID 

8. .... 
1 Gallan Tanah A.2.3.Ll 2,26 m3 62.62500 . 141.5112 60 - 
2 Car Belon IC.100 A.4.1.Ll 1Q3m3 118.730.00 727.07L65 121.909 59 746.54263 
3 Pembllslnn A.4.1.U7 442 kA 1.37S 50 12.375,00 6.005 21 54.74700 
4 Pasana bcacstlnR A.4.1.1.27 051 m2 18.365 00 97.520.00 9.36786 49.744 27 
5 Plcslcmn A.4.4.2.3 250m2 42.15000 16.M'I 66 105.37SOO 40.209,15 
6 Pasana batu bata A.4.4.1.11 0.89 m2 36.62500 104.374.90 32.51!16.25 92.893 66 
6 IClosetJanl!kok Is 1,00 bh - 155.000,00 - 155.000,00 
7 Pasnn11 Plpa PVC 0 3• Tvpe AW Is 4,00m - 31.7SO.OO - 127.IWYIQO 
S Pasanl! Plpa PVC li!J 3/4" Is 4,00m - a.smoo - 34.000,00 
9 Pasana knee r TVPe AW Is 2,00 bh - 11.000,00 - 22.000,00 

10 Pasana Tsatk 3• TVPI! AW Is 2.00 bh - 11.0DD.OO - 22.0DII.OO 
11 Medlnn bnlu kerlkll Is 050m3 - 150.IDlOO - 75.IDlOO 
12 PcnutuaalooPVC 1!13"/dooo Is 100 bh - 2,IWYIOO - 2.IDlOO 

JUMlAHII 416.916.51 1.42LB1i7l 1.838.1153..22 
JUMlAHl+II 456.916.51 1.494.1"1&71 L951.1153.22 
PPN10" 149.413,67 249.413,&7 
JUMlAHlOTAL 456.916.51 1.643.5511. 3S J.tlllLIM!t,Jlg 
IXBUIATICAN 45&.IIDILOO 

.# ___ 
2.1-00 

TERBIIANG: duo Jura serutus tlbu rupiah 

: . PROGRAM DAERAH PEMBERDAYMN MASYARAICAT 
: PEMBUATANJAMIIAN SEHAT 
: KABUPATEN TEGAL 
:'io19 

KEGIATAN 
PEKERJMN 
I.OKASI 
TAHUN ANGGARAN 

RENCANA ANGGARAN BIAVA {RABI 

B.RAB 



KODE HARGASATUAN JUMIAH HARGA JML TOTAL 
NO. URAIAN PEKERJAAN ANA USA Volume Upah Bahan Upah Bahan 

IRDI I Roi (Roi (Roi (Roi 

A. ·-· 
1 Pemasanpn Patok Profll ls 100 40.00000 76.000,00 40.00000 76.IDI.OO 

JUMIAHI 40.00000 76.000 llli.OIIQ.00 

a. 
1 Gallan Tanah A.2.3.Ll 2.26 m3 62.625,00 - 14LSRUiO . 
2 CorBeton K.100 A.4.1.Ll L03m3 118.7311.00 msm 65 121.909 59 746.542.63 
3 Pombeslan A.4.1.L17 442 kg 1.375 50 12.375,00 6.085,21 54.74700 

--~ PBSllnB besestlns __ A,4.1,L27 051 m2 18.36500 97.52!.),00 9.36786 49.744 27 
s Pasan11 Pii,a PVC 0 3/4" ls 4,00m . 8.500,00 . 34.anoo 
6 Median batu kerikll ls 0.50 m3 . 150.000,00 . 75.000.00 
7 Penutuo oii,a PVC 1113"/dooo ls 100 bh . 2.anoo . 2.00D.00 

JUMIAHII 278.945 26 962.03390 I t_:Mft. fffll 16 

JUMIAHl+II 318.945 26 L038.033,90 l.356.919,16 
PPN10% 103.803 39 t~ 
JUMIAH 10TAL 318.945 26 t.14L837 29 1.4li0.7BZ.55 
DIBUIA11CAN :nlUDUID Lt4t.nnm ummnoo 

TERBIIANG: satu Juto empat mtus enam pu/uh ribu rupiah 

: PROGRAM DAERAH PEMBERDAYMN MASYARAKAT 
: PERBAIKAN SEPTICTANK 
: ICABUPATENTEGAL 
:·2019 

KEGIATAN 
PEKERJMN 
LOICASI 
TAHUN ANGGARAN 

RENCANA ANGGARAN BIAVA {RABI 
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KODE Hlif\GASATIJAN IUMlAfl HI\RGA JML TOTAL 
NO. UMIAN PEKEIUAAN 

ANIIUSA 
volume UJ111h 8.lhijn Upah Bilh~n 

(Hp) (Hp) (Rp) (RP] ( Rp) 

A. PEICfRJAAN PSISIAPAH 
l Pcm:mngan PMok Pror!I Is I CXI 40.00000 n..anoo 4(!.IXXlOO 72.CXXllX) 

JUMUIHI 40.(X.'Q,00 71.0CLJ 112..000.00 

- -- -- -- ,- ,- 
B. ~Rle&!! ~ff~I( --- - I Plesier.m --- ~~ ._J,50m2 42.~ _![~~;~ 10S.3ffi.,~ ~~.~ 

2 Pasan• batu bata A.44.1.ll 03') m2 36.62500 IC>l.37~ !lO 3) .. 5<)6 25 92.893 66 

- ~ I\JC>ft'L lon11~ok Is l,00 bit - ~~ ,_ 155.lXDOO ~ 
4 pa,an11Plo.,PVC03"lU"'•I\W ls HJlm 31.750,00 12.1.cm.oo 
S P.isan• ~nee l" !\me AW Is V:S)bh . Jl.000.00 22.m100 
6 P..sanR Tsod, 3" Tvpe AW IS 2 00 bh . ]1.00000 2UXXJOO 

JUMIAJIII 137.!171.>5 459.IOUl S97.0740G 
JUMLJ\Hl+II 177.971.25 531.10),111 709.0'7"06 
PPN 10" 511.10.2JI S3..11Q.la 
JUMIAH TOl"At. Jn.971 )5 584.2ll 09 762.1114 34 
OllfUlAlKAN 177.000.0D 584.000.0D 762.000.00 

rEROIINIG; IIJ/1Jh mM -mpu/llhduo nbu rupiah 

: PROGRAM OA(RAII PfTMOf:IUJIIYI\I\N MASYAIU\Kflr 
: P(RIIJ\IKAN S(P'III I\NK (fif.MIISJIN(;i\N Kl.OSFl) 
: KABUPAT£11TEGAt 
t .2fll9 

Kt:GIATAN 
PEKF.RJMN 
LOKASI 
TAHlJ/I ANGGARAN 

REN CANA ANGGARAN BIAVA IBAJ!) 



. . .. .. . . ... .. . .. . . . . . ... .. .. .. . .... ... ... .. . 

Kepala Desa . 

. 2019 ................ , 

Dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan RAB yang kami ajukan 
dan telah kami tetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 serta sesuai 
dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

: Kepala Desa . 
Nama 
Jabatan 
Alamat 

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya 
bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bantuan keuangan desa dari 
kegiatan PDPM Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 
.............................. (terbilang). 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JA'WAB MUTLAK 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
KECAMATAN . 

Alamat : JL . 

LAMPIRAN N 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR : 7 TAHUN 2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
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NamaTerang NamaTeraug 

PTPKD 
...... , . Mengetahui: 

Kepala Desa .. 

NO. URAIAN KEGIATAN BULAN KBTBRANGAN 
RDCA!fA PELAKSANAAN 

LAPORAN KEGIATAN 
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2019 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
KECAMATAN . 

DESA .. 

8. FORM LAPORAN AKHIR PC 
8.1. LAPORAN KEGIATAN 



llama Tenmg llama Terang 

PTPKD 
...... , . Mengetahui : 

Kepala Desa . 

NO. URAIAN KEGIATAN SASARAN TARGET REALISASI DAN KETERANGAN MANFAAT 

LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN DAN TARGET 
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAHUN 2019 

>EMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
KECAMATAN . 

DESA .. 

B.2. LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN DAN TARGET 
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